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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

A. UPAH MINIMUM 

1. Teori Pengupahan 

Secaral garis besarl teori pengupahanl dapat dibagil menjadi dual aliran 

yaknil teori klasikl dan lneoklasik. Teori klasikl diwakili olehl raksasa ekonoml 

seperti Adaml Smith, Davidl Ricardo danl Karl Marxl sementara Neoklasikl 

dapat direpresentasikanl oleh Paull Samuelson. 

a. Adaml Smith, Davidl Ricardo, danl Karl Marxl  

 Karyal Smith telahl membuat para sarjana menganggapnya sebagai 

tigal teori upah yang lberbeda: teori kelangsungan hidup, dil mana 

kelangsungan hidup sebagail teori monopoli, sebagail fakta lsosial, upah 

ditentukanl secara sewenangl-wenang olehl majikan, dan teori dasar 

tentang arah upah. untuk jangka waktu ditentukan oleh pemberi 

kerja.Menentukan rasio dana upah untuk penduduk. Ini kontradiktif dan 

tidak dapat didamaikan. Rasio permintaan tenaga kerja terhadap 

populasi, dan berbagai faktorl kelembagaan danl ekonomi yangl 

menentukan "keuntunganl" majikan, akanl mempengaruhi posisil tawar 

relatifl para pihakl dan, bersamal dengan kehidupanl adat lpekerja, akan 

berkontribusil pada penentuanl upah lalami. Sementara lRicardo, dalam 

sebagianl besar analisisnyal tentang nilail dan ldistribusinya, Ricardo 

mengasumsikanl tingkat upahl riil ltertentu, yang dipahamil sebagai 

inventarisl kuantitas komoditasl tertentu yangl ditentukan denganl baik, 
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yangl mencerminkan beberapal tingkat penghidupanl sosial secaral 

historis, danl ini adalahl asumsi yangl umumnya dikaitkanl dalam 

lkaryanya. Namun, seringl kali diabaikanl bahwa, tergantungl pada 

lkeadaan, tingkat upahl riil tertentul dapat tercerminl dalam tingkatl upah 

uangl yang berbedal dan, denganl demikian, dalaml bagian upahl yang 

berbedal dalam produkl sosial.11 

 Sementaral Marx, Titikl awal terbaikl untuk menganalisisl akumulasi 

modall adalah sirkuitl kapital industril itu lsendiri:12 

Ml – C (MPl and LPl) … P…. Cl’-M’ 

Ml adalah modall uang untukl membeli komoditasl berupa alatl produksi 

(MPl) dan tenagal kerja (LPl). Dalam prosesl produksi (Pl), C diubahl 

menjadi Cl 'yang memilikil nilai lebihl dari Cl karena nilail tambah LPl 

dalam prosesl produksinya. Cl 'kemudian dijuall di pasarl untuk 

mendapatkanl M' yangl nilainya lebihl dari lM. M'-Ml adalah keuntunganl 

yang akanl ditanamkan kembalil dan seluruhl proses akumulasil modal 

berjalanl kembali. Upahl di sinil (LP), diperolehl dari sebagianl hasil 

produksil perusahaan setelahl menuai hasill dari lpasar. 

a) Neoklasikl 

Tokohl yang dapatl mewakili teoril ini yaknil Paul lSamuelson. 

Menurut Paull Samuelson, dalaml situasi ekuilibriuml yang 

 
11 Heinz D. Kurz,” Technical progress, capital accumulation and income distribution in 

Classical economics: Adam Smith, David Ricardo and Karl Marx”, terdapat dalam Diakses 

terakhir tanggal 14 Desember 2020 
12 Alexander Irawan, “Business patronage, class struggle, and the manufacturing sector 

in South Korea, Indonesia, and Thailand”, terdapat dalam Diakses terakhir tanggal 14 

Desember 2020 
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lkompetitif, harga tenagal kerja (tingkatl upah) ditentukanl oleh 

kelangkaanl relatif produktivitasl marjinal tenagal kerja.

Produkl marjinal tenagal kerja, adalahl rasio daril dua besaranl  fisik 

yangl tidak bergantungl pada lharga. Secara lanalogi, harga jasal modal 

(tingkatl bunga) ditentukanl oleh kelangkaanl relatif danl produktivitas 

marjinall dari modall agregat. Karenal modal danl keluaran adalahl 

barang yangl sama, produkl marjinal daril modal adalahl data teknologil 

yang jugal dapat diukurl dalam jumlahl fisik yangl ketat. Penjelasanl 

tentang tingkatl upah danl tingkat bungal tidak bergantungl pada lharga. 

1. Pengertianl Upah Minimuml 

 Pengertianl upah minimuml adalah upahl sebulan terendahl yang 

terdiril atas upahl pokok termasukl tunjangan tetapl yang ditetapkanl 

oleh gubernurl sebagai jaringl pengaman. Disampingl itu, upahl 

minimum berdasarkanl Kelompok Lapanganl Usaha Indonesial (KLUI) 

disebutl upah minimuml sektoral Provinsil (UMSP) danl upah minimuml 

sektoral kabupatenl/kota (UMSKl).13 Pasal 1l angka 2l Peraturan 

Menteril Tenaga Kerjal Dan Transmigrasil Nomor 7l Tahun 2013l 

tentang Upahl Minimum memberikanl pengertian Upahl Minimum 

Provinsil yang selanjutnyal disingkat UMPl adalah Upahl Minimum 

yangl berlaku untukl seluruh kabupatenl/kota dil satu lprovinsi. 

Gubernur dalaml menetapkan UMPl memperhatikan rekomendasil 

Dewan Pengupahanl Provinsi. Rekomendasil tersebut 

 
13 Abdul Khakim, Op. Cit. hlm. 125 
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disampaikanl kepada gubernurl oleh Dewanl Pengupahan Provinsil 

dan/ataul bupati/lwalikota, melalui Satuanl Kerja Perangkatl Daerah 

Provinsil yang bertanggungl jawab dil bidang lketenagakerjaan. 

 Untukl melindungi pekerjal yang seringkalil merupakan kelompokl 

rentan, pemerintahl terlibat dalaml penetapan/penetapanl sistem 

pengupahanl yang lberlaku, dan dil Indonesia upahl minimum telahl 

ditetapkan secaral bertahap berdasarkanl kemampuan lekonomi, 

regional danl sektoral. Upahl minimum adalahl sejauh mungkinl untuk 

memenuhil kebutuhan hidupl yang llayak. Dalam penetapanl upah 

lminimum, Peraturan Menteril Tenaga Kerjal Nomor 21l Tahun 2016l 

tentang Kebutuhanl Hidup Layakl (KHL) lmenyatakan: Gubernur 

menetapkanl upah minimuml setiap tahunl berdasarkan lKHL, dengan 

mempertimbangkanl produktivitas danl pertumbuhan lekonomi. 

Penetapan upahl minimum dihitungl dengan menggunakanl rumus 

perhitunganl upah lminimum. Rumus untukl menghitung upahl 

minimum adalahl produk daril upah minimuml tahun berjalanl ditambah 

upahl minimum tahunl berjalan dikalikanl dengan jumlahl tingkat 

inflasil nasional padal tahun berjalanl dan tingkatl pertumbuhan PDBl 

pada tahunl berjalan. 

 Padal pasal 2l Peraturan Menteril Tenaga Kerjal Nomor 21l Tahun 

2016l penyesuaian nilail KHL sebagaimanal dimaksud secaral langsung 

terkoreksil melalui perkalianl antara upahl minimum tahunl berjalan 

denganl tingkat inflasil nasional tahunl berjalan. Adapunl pengaturan 
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komponenl ( beberapa jenisl kebutuhan hidupl) pada Pasall 5 Peraturanl 

Menteri Ketenagakerjaanl Nomor 21l Tahun 2016l tentang Komponenl 

Hidup Layakl mengatur bahwal Komponen danl jenis kebutuhanl hidup 

ditinjaul dalam waktul 5 (limal) tahun sekalil yang dilakukanl melalui 

dual tahapan: pengkajianl dan penetapanl hasil peninjauanl komponen 

danl jenis kebutuhanl hidup. 

2. Penangguhanl Upah Minimuml 

Padal dasarnya, setiapl pengusaha dilarangl membayar upahl 

pekerjanya lebihl rendah daril upah lminimum. Akan ltetapi, pengusaha 

yangl tidak mampul membayar upahl minimum dapatl meminta 

lpenangguhan. Tata caral penangguhan pelaksanaanl upah minimuml 

diatur dalaml Kepmenakertrans. Nol-231/MENl/2003 Tahunl 2003 

tentangl Tatacara Penangguhanl Pelaksanaan Upahl Minimum. 

Pengusahal yang tidakl mampu membayarl upah minimuml dapat 

mengajukanl kepada Gubernurl untuk perpanjanganl upah minimuml 

melalui otoritasl sumber dayal manusia provinsil 10 haril sebelum 

tanggall berlakunya upahl minimum. Permohonanl tersebut merupakanl 

hasil kesepakatanl tertulis antaral pengusaha denganl pekerja ataul 

serikat pekerjal/serikat buruhl yang lterdaftar. Namun, penangguhanl 

pembayaran upahl minimum olehl pemberi kerjal kepadal pekerja tidakl 

serta mertal menghilangkan kewajibanl pemberi kerjal untuk 

membayarl selisih upahl minimum selamal penangguhan ltersebut. Pada 

ldasarnya, gaji setiapl pengusaha tidakl boleh lebihl rendah daril 
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upah minimuml yang diaturl dalam Pasall 90 UUl Ketenagakerjaan 

yangl menyebutkan:14 

1) Pengusahal dilarang membayarl upah lebihl rendah daril upah 

minimuml sebagaimana dimaksudl dalam Pasall 89. 

2) Bagil pengusaha yangl tidak mampul membayar upahl minimum 

sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 89l dapat dilakukanl 

penangguhan. 

3) Tatal cara penangguhanl sebagaimana dimaksudl dalam ayatl (2) 

diaturl dengan Keputusanl Menteri. 

lSelanjutnya, penjelasan Pasall 90 ayatl (2) UUl Ketenagakerjaan 

menyebutkanl bahwa penangguhanl pelaksanaan upahl minimum bagil 

perusahaan yangl tidak mampul dimaksudkan untukl membebaskan 

perusahaanl yang bersangkutanl melaksanakan upahl minimum yangl berlaku 

dalaml kurun waktul tertentu. Apabilal penangguhan tersebutl berakhir makal 

perusahaan yangl bersangkutan wajibl melaksanakan upahl minimum yangl 

berlaku padal saat itul tetapi tidakl wajib membayarl pemenuhan ketentuanl 

upah minimuml yang berlakul pada waktul diberikan lpenangguhan. 

Pemerintahl menganggap materil Pasal 90l ayat (2l) UU 

Ketenagakerjaanl berikut penjelasannyal yang membolehkanl pengusaha 

menangguhkanl upah minimuml adalah untukl melindungi paral pekerja yangl 

bekerja dil perusahaan. Hall ini dimaksudkanl agar paral pekerja bisal tetap 

 
14 penangguhan-umk Diakses terakhir tanggal 7 September 2020 
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bekerjal di perusahaanl yang tengahl mengalami kondisil sulit. lNamun, terkait 

Penjelasanl Pasal 90l ayat (2l) UU Ketenagakerjaanl ini, Mahkamahl 

Konstitusi dalaml putusannya Nomorl 72/PUUl- XIII/2015l menyatakan 

bahwal frasa “...tetapil tidak wajibl membayar pemenuhanl ketentuan upahl 

minimum yangl berlaku padal waktu diberikanl penangguhan” bertentanganl 

dengan Undangl-Undang Dasarl 1945 danl tidak memilikil kekuatan hukuml 

mengikat. lArtinya, Mahkamah memberil penegasan selisihl kekurangan 

pembayaranl upah minimuml selama masal penangguhan tetapl wajib dibayarl 

oleh lpengusaha. Jika perusahaanl yang memintal penangguhan upahl 

minimum adalahl badan lhukum, atau jikal Gubernur menganggapl perlu 

untukl menunjukkan ketidakmampuanl keuangan lperusahaan, laporan 

keuanganl harus diauditl oleh akuntanl publik.  

Permohonan untuk moratorium upah minimum akan disetujui atau 

ditolak oleh Perdana Menteri setelah menerima saran dan pertimbangan dari 

Dewan Pengupahan Provinsi. Gubernur untuk menangguhkan upah 

minimum hingga 12 bulan jika perpanjangan upah minimum disetujui. 

a. Pembahasan Upahl Minimum dalaml Peraturan Perundangl-Undangan 

1) Jenisl-Jenis Upahl Minimum 

Pemberianl upah merupakanl suatu imbalanl/balas jasal dari 

perusahaanl kepada tenagal kerjanya atasl prestasi danl jasa yangl 

disumbangkan dalaml kegiatan lproduksi. 

Upahl kerja biasanyal diberikan bergantungl pada :15 

 
15 Adrian Sutedi, Op. Cit. hlm. 147-148 
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a. Biayal keperluan hidupl minimum pekerjal dan lkeluarganya; 

b. Peraturanl perundang-undanganl yang mengikatl tentang upahl 

minimum lregional ; 

c. Kemampuanl dan produktivitasl perusahaan; 

d. lJabatan, masa lkerja, pendidikan danl kompetensi; 

e. Perbedaanl jenis lpekerjaan; 

f. Kebijakanl komponen gajil/upah ditetapkanl oelh masingl-masing   

lperusahaan, dan tidakl oleh lebihl rendah daril upah minimuml provinsi. 

Upahl minimum sebagaimanal diatur Pasall 89 Undangl-Undang 

Ketenagakerjaanl dapat terdiril atas upahl minimum berdasarkanl wilayah 

provinsil atau kabupatenl/kota danl upah minimuml berdasarkan sektorl pada 

wilayahl provinsi ataul kabupaten/kotal yang bertujuanl untuk pencapaianl 

kebutuhan hidupl layak. Upahl minimum ditetapkanl oleh Gubernurl dengan 

memperhatikanl rekomendasi daril Dewan Pengupahanl Provinsi danl/atau 

Bupatil/Walikota. Adapunl komponen sertal pelaksanaan tahapanl pencapaian 

kebutuhanl hidup layakl diatur denganl Keputusan lMenteri.  

Pasal 2l Peraturan Menteril Tenaga Kerjal Dan Transmigrasil Nomor 7l 

Tahun 2013l tentang Upahl Minimum menyebutkanl bahwa upahl minimum 

terdiril atas: 

a. UMPl atau lUMK; 

b. UMSPl atau lUMSK. 

Upah minimum provinsi adalah upahl minimum provinsil yang berlakul 

untuk semua kabupatenl/kota dalam suatu lprovinsi. Keputusan ini dibuat 
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setiap tahun oleh lGubernur. Untuk keputusan kenaikan, Gubernur 

mengambil keputusan berdasarkan saran Dewan Pengupahanl Provinsi danl 

mengacu padal data inflasil dan pertumbuhanl ekonomi nasionall dari Badanl 

Pusat Statistikl (BPS). Setiap gubernur kemudianl mengumumkan keputusan 

pada tanggal 1 November setiap tahun.16 Sedangkan untukl upah minimuml 

sektor provinsi (UMSPl) dan upahl minimum sektorl kabupaten/kotal 

(UMSK), usulanl upah minimuml sektoral (hasill kesepakatan) disampaikanl 

kepada Gubernurl melalui kepalal kantor wilayahl Kementerian Tenagal Kerja 

kepadal ditetapkan sebagail upah minimuml sektor provinsil dan/ataul upah 

minimuml kabupaten/kotal pada sektorl tersebut. 

Besarannyal UMSP tidakl boleh lebihl rendah daril UMP danl UMSK 

tidakl boleh lebihl rendah daril UMK. Padal pasal 11l Peraturan Menteril 

Tenaga Kerjal dan Transmigrasil Nomor 15l Tahun 2015l untuk penetapanl 

upah lminimum, gubernur dalaml menetapkan UMPl memperhatikan 

rekomendasil Dewan Pengupahanl Provinsi, sedangkanl dalam menetapkanl 

UMK, UMKl ditetapkan setelahl UMP, UMKl dihitung melaluil formulasi 

yangl sama denganl UMP namunl dilakukan olehl Dewan Pengupahanl 

Kabupaten/lKota. Penghitungan olehl Dewan Pengupahanl Kabupaten/Kotal 

dilakukan setelahl mendaptkan angkal inflasi nasionall dan pertumbuhanl 

produk domestikl bruto, yangl kemudian hasill penghitungan UMKl 

diserahkan jepadal bupati/walikotal untuk direkomendasikanl kepada 

gubernurl melalui dinasl provinsi. 

 
16 ketentuan-tentang-upah-minimum-dalam-pp-nomor-78-tahun-2015 
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1. Penerapanl dan Pelaksanaanl Upah Minimuml 

 Pemerintahl akhirnya menerbitkanl Peraturan Pemerintahl (PP) Nomorl 

78 Tahunl 2015 tentangl Pengupahan setelahl PP tersebutl ditandatangani 

olehl Presiden. Tujuanl dikeluarkannya PPl ini adalahl untuk mengembalikanl 

fungsi daril penetapan upahl minimum sebagail jaring lpengaman, sehingga 

pekerjal bisa mendapatkanl upah dil atas batasl minimum yangl ditetapkan. 

Upahl minimum dikembalikanl fungsinya sebagail jaring lpengaman. Tujuan 

penetapanl Upah Minimuml ada 2l (dua) yaknil fungsi makrol dan fungsil 

mikro. Fungsil makro ialahl berupa:17 

a. lPemerataan, bahwa kenaikanl Upah Minimuml akan mempersempitl 

kesenjangan antaral pekerja tingkatl bawah danl tingkat palingl atas. 

b. Peningkatanl daya belil pekerja. Kenaikanl Upah Minimuml secara 

langsungl akan meningkatkanl daya belil pekerja yangl akan 

mendorongl ekonomi lrakyat. 

c. Perubahanl struktur biayal perusahaan. Kenaikanl Upah Minimuml 

akan memperbaikil / merubah strukturl upah terhadapl struktur biayal 

produksi. 

d. Peningkatanl produktivitas. Peningkatanl Upah Minimuml akan 

memberikanl insentif bagil pekerja untukl bekerja lebihl giat yangl 

pada gilirannyal akan meningkatkanl produktivitas lperusahaan. 

Fungsil mikro ialahl berupa: 

a. Sebagail jaring lpengaman, agar upahl terendah tidakl semakin 

 
17 budiyono.pdf Diakses terakhir tanggal 15 Desember 2020 
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lmerosot. 

b. Mengurangil kesenjangan antaral upah terendahl dengan upahl 

tertinggi. 

c. Meningkatkanl penghasilan pekerjal tingkat lterendah. 

d. Meningkatkanl etos danl disiplin lkerja. 

e. Memperlancarl komunikasi antaral pekerja danl pengusaha. 

Pengusaha dilarang membayar ketika upah minimum diterapkan Upah 

lebih rendahl dari upahl minimum yangl ditetapkan. Upahl minimum hanyal 

berlaku bagil mereka yangl memiliki Masal kerja kurangl dari satul (satu) 

ltahun. Dalam pasal 18 Peraturan Menteri Upah Minimum 2018 No. 15 

Tenaga Kerja dan Imigrasi Harus dibayar bulanan kepada pekerja sesuai 

kesepakatan para pihak Pekerja atau serikatl pekerja denganl pengusaha, 

upahl minimum dapatl Pembayaran mingguan ataul 2 minggu, tergantung 

perhitunganl gaji bulanan. Sementaral itu, dalam Pasal 19l Peraturan Menteril 

Tenaga lKerja, dan reinkarnasi nomorl 15 tahunl 2018 untuk pekerjal 

sistematis Piecework atau sistem harian kasual berdasarkan upah rendah 

Dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, sampai dengan 12 (dua belas) bulan, 

gaji Rata-rata upah minimum bulanan dilaksanakan dil perusahaan yangl 

bersangkutan. Upahl pekerja harianl lepas, ditetapkanl secara bulananl yang 

dibayarkanl berdasarkan jumlahl hari kehadiranl dengan perhitunganl upah 

lsehari: 

a. Bagil perusahaan denganl sistem waktul kerja 6l (enam) haril dalam 

lseminggu, upah bulananl dibagi 25l (dua puluhl lima); 
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b. Bagil perusahaan denganl sistem waktul kerja 5l (lima) haril dalam 

lseminggu, upah bulananl dibagi 21l (dua puluhl satu). 

 Bagil perusahaan yangl mencakup lebihl dari satul sektor, Upahl 

Minimum yangl berlaku sesuail dengan UMSPl atau lUMSK. Dalam hall satu 

perusahaanl mencakup lebihl dari satul sektor danl apabila terdapatl satu sektorl 

atau lebihl belum adal penetapan UMSPl dan/ataul UMSK, makal upah terendahl 

di perusahaanl pada sektorl yang lbersangkutan, disepakati secaral 56 lipartite. 

Besaran kenaikanl upah dil perusahaan yangl Upah Minimumnyal telah 

mencapail KHL ataul lebih, ditetapkanl secara bipartitl di perusahaanl masing-

lmasing. 

1. Pembentukanl Dewan Pengupahanl 

Pasall 1 angkal 1 Keputusanl Presiden Nomorl 107 Tahunl 2004 tentangl 

Dewan Pengupahanl menyebutkan bahwal dewan pengupahanl adalah suatul 

lembaga nonl struktural yangl bersifat ltripartit. Dewan Pengupahanl terdiri 

ldari: 

a. Dewanl Pengupahan Nasionall yang selanjutnyal disebut lDepenas; 

b. Dewanl Pengupahan Provinsil yang selanjutnyal disebut lDepeprov; 

c. Dewanl Pengupahan Kabupatenl/Kota yangl selanjutnya disebutl 

Depekab/lDepeko. 

Padal pasal 5l Keputusan Presidenl Nomor 107l Tahun 2004l tentang 

Dewanl Pengupahan Dewanl Pengupahan bertugasl memberikan lsaran, dan 

pertimbanganl kepada Pemerintahl dalam rangkal perumusan kebijakanl 

pengupahan danl pengembangan sisteml pengupahan. Dalaml pelaksanaan 
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tugasnyal dapat bekerjasamal dengan instansil pemerintah danl swasta sertal 

pihak-pihakl lain yangl berkepentingan jikal diperlukan. Keanggotaanl Panitia 

Pengupahanl terdiri daril Pemerintah, organisasil pengusaha, serikatl 

pekerja/serikatl buruh, universitasl dan tenagal ahli dalaml jumlah lganjil. 

Anggota komitel pengupahan provinsil diangkat olehl gubernur, danl 

kota/kabupatenl oleh walikotal/kabupaten. Anggotal diangkat danl 

diberhentikan olehl gubernur danl walikota lprovinsi. /Bupati beradal di 

tingkatl kota/lkabupaten. Anggota Dewanl Pengupahan diangkatl untuk 1l 

(satu) kalil masa jabatanl selama 3l (tiga) tahunl dan dapatl diangkat kembalil 

untuk 1l (satu) kalil masa jabatanl berikutnya. Bagil calon anggotal serikat 

pekerjal yang memenuhil persyaratan keterwakilanl untuk masukl ke agenl 

tenaga kerjal tripartit. Padal saat yangl sama, anggotal asosiasi daril unsur 

organisasil pengusaha diangkatl dan disetujuil oleh organisasil pengusaha 

yangl memenuhi syaratl sesuai denganl peraturan lterkait. Untuk calonl 

anggota daril unsur Serikatl Pekerja yangl memenuhi syaratl keterwakilan 

untukl duduk dalaml kelembagaan ketenagakerjaanl yang bersifatl tripartit. 

Sedangkanl calon anggotal dari unsurl organisasi pengusahal ditunjuk danl 

disepakati daril dan olehl organisasi pengusahal yang memenuhil syarat sesuail 

ketentuan yangl berlaku. 

Penetapanl upah minimuml saat inil diatur dalaml Peraturan Pemerintahl 

Nomor 78l Tahun 2015l yang menggantikanl Peraturan Pemerintahl Nomor 8l 

Tahun l1981. Perubahan peraturanl pemerintah inil disebabkan oleh keadaan 

dimana Peraturan Pemerintahl Nomor 8l Tahun 1981l tentang Perlindunganl 
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Pengupahan perlul disesuaikan denganl kebutuhan danl persyaratan. Olehl 

karena litu, Peraturan Pemerintahl Nomor 8l Tahun 1981l perlu 

ldisempurnakan. Peraturan pemerintahl ini diharapkanl dapat menjadil 

pedoman pelaksanaanl hubungan kerjal untuk mengatasil berbagai persoalanl 

di bidangl pengupahan yangl semakin lkompleks. 

2. Tinjauanl Umum Mengenail Upah 

Upahl adalah uang danl sebagainya, uang yangl dibayarkan sebagail 

kompensasi untuk layanan atau sebagail usaha, gaji, penghargaan, hasil (dari 

suatu tindakan), risiko, dll yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu. 

Upah adalah kompensasi pengusaha atau pengusaha kepada pekerja 

yang ditentukan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian 

atau peraturan perundang-undangan, hak-hak pekerja yang diperoleh dan 

dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk tunjangan kerja dan/atau jasa bagi 

pekerja dan keluarganya. Telah atau akan dilaksanakan (Pasal 1 angka 30 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 

3. Dasar Hukum Upah Minimum 

Berdasarkanl ketentuan Pasall 1 ayatl 1 Undangl-Undang lNo.78 Tahunl 

2015, Upahl hak pekerjal yang diterimal dan dinyatakanl dalam bentukl uang 

sebagail imbalan daril pengusaha ataul pemberi kerjal kepada pekerjal yang 

ditetapkanl dan dibayarkanl menurut suatul perjanjian lkerja, kesepakatan, 

ataul peraturan perundangl-undangan, termasukl tunjangan bagil pekerja danl 

keluarganya atasl suatu pekerjaanl dan/ataul jasa yangl telah ataul akan 
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ldilakukan.18 Ketentuan mengenail upah minimuml diatur dalaml pasal 41l-50 

Undangl-undang lno.78 Tahunl 2015. Upahl minimum sebagaimanal 

dimaksud dalaml pasal 41l ayat 1l-2 terdiril atas :19 

a. Gubernur menetapkanl Upah minimuml sebagai jaringl pengaman.  

b. Upah minimuml sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) merupakanl 

Upah bulananl terendah yangl terdiri latas : 

1) Upah tanpal tunjangan 

2) Upah pokokl termasuk tunjanganl tetap. 

Upahl minimum sebagaimanal dimaksud padal ayat 1l dilaksanakan 

setiapl tahun sesuail dengan kebutuhanl hidup yangl layak denganl 

memperhatikan produktivitasl dan pertumbuhanl ekonomi. Kebutuhanl hidup 

layakl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) merupakanl persyaratan standarl 

bagi seorangl pekerja lajangl untuk dapatl menjalani kehidupanl yang sehatl 

selama satul (satu) lbulan. Komponen danl pelaksanaan tahapanl kebutuhan 

untukl mencapai penghidupanl yang layakl sebagaimana dimaksudl pada ayatl 

2 ditetapkanl dengan Keputusanl Menteri. Pengusahal dilarang membayarl 

upah dil bawah upahl minimum sebagaimanal diatur dalaml Pasal l41. 

Upahl minimum ditetapkan oleh pemerintah, diaturl oleh pemerintah, 

dan ide awalnya adalah untuk menciptakan jaring pengaman sehingga bisnis 

setidaknya dapat membayar upah, denganl harapan kebutuhanl hidup dasarl 

pekerja relatifl mendekati lterjangkau. Namun lkenyataannya, upah 

 
18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang  

Pengupahan, BAB IV, Pasal 1 
19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang  

Pengupahan, BAB IV, Pasal 41 
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minimuml masih jauhl dari pemenuhanl kebutuhan dasarl pekerja, sehinggal 

tidak berhasill membangun hubunganl industrial sepertil yang ldiharapkan. 

Menurutl pasal 1l angka 1l Peraturan Menteril Tenaga Kerjal No.PERl-

01/MENl/1999 tentangl Upah lMinimum, upah minimuml adalah Upahl 

Bulanan Terendahl yang terdiril dari upahl pokok danl tunjangan ltetap. Dalam 

Pasall 97 Undangl-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 menentukanl bahwa 

Pemerintahl dalam hall ini Gubernurl dengan memperhatikanl rekomendasi 

daril Dewan Pengupahanl Propinsi danl/atau bupatil/walikota, menetapkanl 

upah minimuml berdasarkan KHLl dan denganl memperhatikan 

produktivitasl dan pertumbuhanl ekonomi. Sedangkanl ketentuan mengenail 

penghasilan yangl layak, kebijakanl pengupahan, kebutuhanl hidup layakl dan 

perlindunganl pengupahan, penetapanl upah minimuml dan pengenaanl denda 

terhadapl pekerja yangl melakukan pelanggaranl karena kesengajaanl atau 

kelalaianl diatur denganl peraturan lpemerintah.20 

Upahl minimum diarahkanl kepada pencapaianl KHL yaitul setiap 

penetapanl upah minimuml harus disesuaikanl dengan tahapanl pencapaian 

perbandinganl upah minimuml dengan kebutuhanl hidup layakl yang 

besarnyal ditetapkan Menakerl (Menteri Tenagal Kerja). Pencapaianl KHL 

perlul dilakukan secaral bertahap karenal kebutuhan 25l hidup minimuml yang 

sangatl ditentukan olehl kemampuan dunial usaha. Upahl minimum dapatl 

terdiri latas : 

 
20 Rusli, Hardijan, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghalia Indonesia. 
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a) Upah minimuml berdasarkan wilayahl provinsi ataul 

kabupaten/kotal 

b) Upah minimuml berdasarkan sektorl pada wilayahl provinsi ataul 

kabupaten/lkota. 

Upahl minimum sektorall dapat ditetapkanl untuk kelompokl lapangan 

usahal beserta pembagiannyal menurut klasifikasil lapangan usahal Indonesia 

untukl kabupaten/lkota, provinsi, beberapal provinsi ataul nasional, danl tidak 

bolehl rendah daril upah minimuml regional daerahl yang lbersangkutan. 

Penetapan upahl minimum perlul mempertimbangkan beberapal hal secaral 

komprehensif. Dasarl pertimbangan menurutl Pasal 6l Peraturan Menteril 

Tenaga Kerjal Republik Indonesial Nomor PER01l/MEN/1999l sebagai 

lberikut : 

a. Penetapan Upahl Minimum Provinsil (UMP) danl Upah Minimuml 

Kabupaten/Kotal (UMK) denganl mempertimbangkan: 

1) Kebutuhan Hidupl Minimum (KHMl) 

2) Indeks Hargal Konsumen (IHKl) 

3) Kemampuan, lperkembangan, dan kelangsunganl 

perusahaan 

4) Upah padal umumnya yangl berlaku dil daerah tertentul dan 

antarl daerah 

5) Kondisi pasarl kerja 

6) Tingkat perkembanganl perekonomian danl pendapatan 

lperkapita. 
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b. Untuk penetapanl Upah Minimuml Sektoral Provinsil (UMSP) danl 

Upah Minimuml Sektoral Kabupatenl/Kota (UMSKl), di sampingl 

mempertimbangkan butirl 1 dil atas jugal mempertimbangkan 

kemampuanl perusahaan secaral sektoral. (Abdull Khakim, l2006 

:42-43l). Terhadap perusahaanl yang tidakl mampu melaksanakanl 

ketetapan Upahl Minimum, Keputusanl Menteri Tenagal Kerja danl 

Transmigrasi Republikl Indonesia lNomor. KEP-226l/MEN/2000l 

juga mengaturnyal di dalaml Pasal 19l ayat (2l) yang menentukanl 

“Permohonan penangguhanl pelaksanaan Upahl Minimum 

diajukanl kepada Gubernurl melalui Kepalal Kantor Wilayahl 

Departemen Tenagal Kerja/Instansil Pemerintah yangl 

bertanggung jawabl di bidangl ketenagakerjaan dil Propinsi. 

Permohonanl penangguhan pelaksanaanl Upah Minimuml 

dimaksud dil atas tidaklahl serta mertal dapat disetujuil oleh 

lGubernur. Di dalaml Pasal 20l ayat (2l) Keputusan Menteril Tenaga 

Kerjal dan Transmigrasil Republik Indonesial Nomor. KEPl-

226/MENl/2000 dinyatakanl bahwa “Berdasarkanl permohonan 

penangguhanl pelaksanaan Upahl Minimum, Gubernurl dapat 

memintal Akuntan Publikl untuk memeriksal keadaan keuanganl 

guna pembuktianl ketidakmampuan perusahaanl atas biayal 

perusahaan yangl memohon lpenangguhan.” Selanjutnya 

Gubernurl menetapkan penolakanl atau persetujuanl penangguhan 

pelaksanaanl Upah Minimuml berdasarkan auditl dari Akuntanl 
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Publik. Apabilal permohonan penangguhanl pelaksanaan Upahl 

Minimum disetujuil oleh lGubernur, maka persetujuanl tersebut 

berlakul untuk waktul paling lamal 1 (satul) tahun. Ataul dengan 

katal lain, bagil pengusaha yangl tidak mampul membayar upahl 

minimum dapatl melakukan penangguhanl yang tatal caranya 

diaturl dengan keputusanl Menaker. Penangguhanl pelaksanaan 

upahl minimum bagil perusahaan yangl tidak mampul dimaksudkan 

untukl membebaskan perusahaanl yang bersangkutanl 

melaksanakan upahl minimum yangl berlaku dalaml kurun waktul 

tertentu. Bilal penangguhan tersebutl berakhir, makal perusahaan 

yangl bersangkutan wajibl melaksanakan upahl minimum yangl 

berlaku padal saat litu, tetapi tidakl wajib membayarl pemenuhan 

ketentuanl upah minimuml yang berlakul pada waktul diberikan 

lpenangguhan. 

4. Pengertian Upah Minimum Propinsi/Kabupaten/Kota 

Menurutl pasal 1l angka 2l Keputusan Menteril Tenaga Kerjal dan 

Transmigrasil No.KEPl-226/MENl/2000 tentangl perubahan pasall 1, pasall l3, 

pasal l4, pasal l8, pasal l11, pasal l20, pasal 21l Peraturan Menteril Tenaga 

Kerjal PER-01l/MEN/1999l tentang upahl minimum, upahl minimum propinsil 

adalah upahl yang berlakul untuk seluruhl kabupaten ataul kota dil 28 satul 

propinsi. Besarnyal upah minimuml untuk setiapl wilayah propinsil atau 

kabupatenl atau kotal tidak samal karena tergantungl nilai kebutuhanl hidup 

minimuml (KHM) dil daerah lbersangkutan. 
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5. Jenis-Jenis Upah Minimum 

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan 

Bidang Hubungan Kerja dapat dikemukakan sebagai berikut:21 

a) Upah Nominal Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan 

secara tunai kepada pekerja yang berhak sebagai imbalan atas 

pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan 

ketentuanketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.  

b) Upah Nyata (Riil Wages) Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-

benar harus diterima seorang pekerja yang berhak. Upah nyata ini 

ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari: 

besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima 

besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan  

c) Upah Hidup Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja relatif 

cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan 

hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial 

keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.  

d) Upah Minimum Upah minimum adalah upah terendah yag akan 

dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang 

sebenarnya dari pekerja yang bekerja di perusahaannya. Upah 

minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur 

dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi 

 
21 Asyhadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang  

Hubungan Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 



38 
 

 

23 dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah 

sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu :  

a. untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja sebagai subsistem 

dalam suatu hubungan kerja. 

b. untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem 

pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil 

kurang memuaskan. 

c. untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang 

sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan 

d. untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian 

kerja dalam perusahaan 

e. mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar 

hidup secara normal.  

e) Upah Wajar Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup 

wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasajasanya 

pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-

ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faltor 

yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah : 

1) kondisi perekonomian negara 

2) nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada 

3) peraturan perpajakan  

4) standar hidup para pekerja itu sendiri 

5) posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara  
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6. Tinjauan Umum Kebutuhan Hidup Layak 

KHLl sendiri diaturl dalam Permenakertransl No. 17l/2005 tentangl 

Komponen danl Pelaksanaan Tahapanl Pencapaian lKHL, yang menyatakanl 

bahwa KHLl adalah standarl kebutuhan yangl harus dipenuhil oleh seorangl 

pekerja lajangl untuk dapatl hidup layakl baik secaral fisik, nonl fisik danl 

sosial, untukl kebutuhan 1l (satu) lbulan, dan berlakul bagi pekerjal dengan 

masal kerja kurangl dari 1l (satu) tahunl (pasal 4l). 

 Komponenl KHL adalahl kebutuhan dasarl yang lmeliputi: Pangan 

(makananl dan minumanl 11 jenisl), papan (perumahanl dan fasilitasl 19 

jenisl), sandang (9l jenis), pendidikanl (1 jenisl), kesehatan (3l jenis), 

transportasil (1 jenisl), rekreasi danl tabungan (2l jenis). Pedomanl Survey 

hargal penetapan nilail KHL dilakukanl dengan menggunakanl pedoman 

sebagaimanal yang telahl ditetapkan olehl Menteri Tenagakerjal dan 

Transmigrasil Republik Indonesial Nomor : PERl17/MENl/VIII/2005l yaitu 

melaluil tahapan sebagail berikut : 

1. Pembentukan timl oleh Ketual Dewan ataul Bupati/Walikotal  

2. Tim terdiril dari unsurl tripartit yangl diketuai olehl wakil daril Badan 

Pusatl Statistik (BPSl). 

3. Daerah yangl telah membentukl Dewan lPengupahan, anggota timl 

berasal daril anggota Dewanl Pengupahan. 

4. Daerah yangl belum membentukl Dewan lPengupahan, 

Bupati/Walikotal membentuk timl yang berunsurl Tripartit denganl 

memperhatikan sisteml keterwakilan. 
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5. Jumlah timl ditetapkan sesuail dengan kebutuhanl dengan 

keanggotaanl masing-masingl tim 4l orang yangl terdiri daril 

Pemerintah, Organisasil Pengusaha, Serikatl Pekerja denganl 

komposisi l2 : 1 : l1. 

1. Tim menetapkanl metode surveil  

a. Kuisionerl Kuisioner memuatl hal-hall yang perlul ditanyakan kepadal 

responden untukl memperoleh informasil harga barangl/jasa sesuail 

dengan jenisl-jenis kebutuhanl dalam komponenl KHL. 

b. Pemilihanl Tempat Surveyl  

c. Surveil harga dilakukanl di pasarl tradisional yangl menjual barangl 

secara eceranl bukan pasarl induk ataul pasar swalayanl dan 

lsejenisnya. Untuk jenisl kebutuhan ltertentu, survei hargal dapat 

dilakukanl di tempatl lain yangl sesuai denganl jenis kebutuhanl 

tersebut. Beberapal kriteria pasarl tempat surveil harga antaral lain : 

Bangunanl fisik pasarl relatif besarl ,Terletak dil daerah lkota, 

Komoditas yangl dijual lberagam , Banyak lpembeli, Waktu 

keramaianl berbelanja relatifl panjang  

d. Surveil kebutuhan yangl bukan termasukl pangan danl sandang tidakl 

dilakukan dil pasar tradisionall sebagai lberikut :  

• Listrik : yangl disurvei adalahl rekening listrikl tempat tinggall 

pekerja berupal satu kamarl sederhana yangl memakai dayal listrik 

sebesarl 450 lwatt. 
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• Air : surveil dilakukan dil PAM, tarifl rumah tanggal yang 

mengkonsumsil air bersihl sebanyak l2.000 literl per lbulan. 

• Transport : tarifl angkutan kotal di daerahl yang bersangkutanl 

untuk satul kali ljalan. 

• Harga tiketl rekreasi disurveil di tempatl rekreasi. 

• Pangkas lrambut : di tukangl cukur untukl pria danl salon untukl 

wanita. 

• Sewa lkamar : untuk mengetahuil harga sewal kamar, diambill tiga 

sampell harga sewal kamar denganl lokasi yangl berbeda dimanal 

umumnya pekerjal tinggal.  

e. Waktu Surveil  

• Survei dilakukanl pada minggul pertama setiapl bulan.  

• Waktu surveil ditetapkan sedemikianl rupa sehinggal tidak 

terpengaruhl oleh fluktuasil harga akibatl perubahan kondisil 

pasar, misalnyal antara lainl saat menjelangl bulan puasal dan haril 

raya lkeagamaan.  

f. Responden Respondenl yang dipilihl adalah :  

• Pedagang yangl menjual barangl-barang kebutuhanl secara 

leceran. Untuk jenisl-jenis barangl tertentu, dimungkinkanl 

memilih respondenl yang tidakl berlokasi dil pasar tradisionall 

seperti mejal/kursi, tempatl tidur, kasurl dan lainl-lain.  

• Penyedia jasal seperti tukangl cukur/lsalon, listrik, airl dan 

angkutanl umum.  
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• Pemilihan respondenl perlu memperhatikanl kondisi sebagail 

berikut : Apakahl yang bersangkutanl berdagang padal tempat 

yangl tetap/permanenl/ tidak berpindahl-pindah, Apakahl yang 

bersangkutanl menjual barangl-barang leceran., Apakah yangl 

bersangkutan mudahl diwawancarai, jujurl dan , Respondenl 

harus tetapl/tidak bergantil-ganti.  

g. Metode Surveil Harga Datal harga barangl dan jasal diperoleh denganl 

cara menanyakanl harga barangl seolah-olahl petugas surveil akan 

membelil barang, sehinggal dapat diperolehl harga yangl sebenarnya 

(harusl dilakukan tawarl menawar). Surveil dilakukan terhadapl tiga 

orangl responden tetapl yang telahl ditentukan lsebelumnya. 

h. Penetapan Spesifikasil Jenis Kebutuhanl (Parameter Hargal). 

7. Pengertian Perjanjian Kerja 

Menurutl Kamus Besarl Bahasa Indonesial pengertian perjanjianl 

adalah persetujuanl (tertulis ataul dengan lisanl) yang dibuatl oleh dual pihak 

ataul lebih, masingl-masing bersepakatl akan menaatil apa ygl tersebut dalaml 

persetujuan itul dalam ketentuanl pasal 1601al Kitab Undangl-Undang 

Hukuml Perdata, mengenail perjanjian kerjal disebutkan lbahwa : Perjanjian 

kerjal adalah suatul perjanjian dil mana pihakl yang satul si lpekerja, 

mengikatkan dirinyal untuk dibawahl perintah pihakl yang llain, si majikanl 

untuk suatul waktu ltertentu, melakukan pekerjaanl dengan menerimal upah. 

Dalaml Undang-Undangl Nomor 13l tahun 2003l tentang 

Ketenagakerjaanl Lembaran Negaral Republik Indonesial Tahun 2003l 
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Nomor 39l Bab Il Ketentuan Umuml pasal 1l ayat 14l pengertian perjanjianl 

kerja adalahl perjanjian antaral pekerja denganl pengusaha ataul pemberi 

kerjal yang memuatl syarat-syaratl kerja, lhak, dan kewajibanl para lpihak. 

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana seorang pekerja 

pihak pertama mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan membebankan 

upah kepada pemberi kerja pihak lain, dan pemberi kerja mengikatkan 

dirinya untuk bekerja pada pekerja tersebut dengan membayarl upah.22  

Selanjutnyal Prof. lSubekti, S.H., sebagaimanal dikutip olehl 

Djumadi, menjelaskanl bahwa perjanjianl kerja ladalah : Perjanjian antaral 

seorang “pekerjal” dengan seorangl “majikan”, perjanjianl mana ditandail 

oleh cirril-ciri ; adanayal suatu upahl atau gajil tertentu yangl diperjanjikan 

danl adanya suatul upah ataul gaji tertentul yang diperjanjikanl dan adanyal 

suatu hubunganl di peratasl (bahasa Belandal dierstverhanding) yaitul suatu 

hubunganl berdasarkan manal pihak yangl satu (majikanl) berhak 

memberikanl perintah-perintahl yang harusl ditaati olehl pihak yangl lain.23 

Perjanjianl kerja padal dasarnya adalah perjanjianl antara majikanl 

tertentu dengan karyawanl atau karyawanl tertentu, dan biasanya mencakup 

semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak secara 

timbal balik, sesuai dengan hakl dan kewajibanl masing-masingl terhadap 

satul sama llain.24 

 
22 Imam Soepomo, 1992:57 
23 Djumadi, 1992 : 24 
24 A. Ridwan Halim dan Ny. Sri Subiandini Gultom, 1987 : 29 
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Hukuml kontrak terbuka. Paral pihak dapatl menyepakati apal saja 

asalkanl tidak bertentanganl dengan ketertibanl umum, kesusilaanl dan 

peraturanl perundang-undanganl yang lberlaku. Dengan katal lain, paral pihak 

bebasl menentukan isil perjanjian. Perjanjian kerja juga bersifat seperti ini. 

Kedua belah pihak, pekerja dan lpengusaha, bebas menentukanl isi 

perjanjianl kerja. Kebebasanl ini dibatasil oleh tiga hall ini.25 

Seorangl pakar Hukuml Perburuhan danl Hukum Sosiall Belanda 

lRood, sebagaimana dikutipl Koko Kosidinl mengatakan bahwal perjanjian 

kerjal mengandung kel empat lunsur, yaitu :26 

a) Adanyal unsur workl atau pekerjaanl 

b) Adanyal Service ataul Pelayanan 

c) Adanyal unsur Timel atau waktul tertentu 

d) Adanyal unsur Payl atau lUpah. 

Perjanjianl kerja terdiril atas 2l macam: 

a) Perjanjianl Kerja untukl waktu tertentul yaitu perjanjianl kerja antaral 

pekerja denganl pengusaha untukl mengadakan hubunganl kerja dalaml 

waktu tertentul atau untukl pekerjaan ltertentu. Selanjutnya disebutl 

PKWT. 

b) Perjanjianl Kerja untukl waktu tidakl tertentu, yaitul perjanjian kerjal 

antara pekerjal dengan pengusahal untuk mengadakanl hubungan kerjal 

tetap. Selanjutnyal disebut denganl PKWTT.27 

 
25 Abdul Rachmad Budiono, 2009 : 38 
26 Rood, M.S dalam buku Koko Kosidin, 1999 : 10-13 
27 F.X. Djumialdji, 2005 : 11 
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8. Tinjauan Umum Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan majikan. 

Hubungan kerja bertujuan untuk menyatakan kedudukan kedua belah pihak, 

dan pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban buruh terhadap 

majikan, serta hak dan kewajiban majikan terhadap buruh.28 

Menurut Pasal 1l Pasal 15 Undangl-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 

tentangl Ketenagakerjaan, hubunganl kerja adalahl hubungan antaral pekerja 

berdasarkanl perjanjian kerjal yang memuatl unsur-unsurl seperti lpekerjaan, 

upah, danl perintah. Padal dasarnya hubunganl kerja terjadil setelah tercapail 

kesepakatan kerjal antara pekerjal dan lpengusaha. Perjanjian inil disebut 

perjanjianl kerja. 

a) Dasar- dasarl hubungan lkerja, meliputi:  

1) Pembuatan perjanjianl kerja karenal merupakan titikl tolak adanyal 

suatu hubunganl kerja. 

2) Kewajiban pekerja melakukan pekerjaan pada atau di bawah 

pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas 

pekerjaan dari pekerja 

3) Kewajiban majikan membayar upah kepada pekerja sekaligus 

merupakan hak pekerja atas upah 

 
28 Iman Soepomo, 1990 : 1 
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4) Berakhirnya hubungan kerja, dan Caranya perselisihan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-

baiknya.29 

b) Pengertian pekerjal  

Menurutl Kamus Besarl Bahasa Indonesial pengertian pekerjal 

adalah orangl yang lbekerja. orang yangl menerima upahl atas hasill 

kerjanya ; lpekerja; karyawan  ahlil Adm pekerjal yang sudahl dididik 

danl sudah memilikil keterampilan untukl melakukan suatul pekerjaan  

harianl pekerja ataul karyawan yangl upahnya diperhitungkanl setiap 

haril ia bekerjal (jumlah haril kerjanya) kasarl pekerja yangl melakukan 

pekerjaannyal dengan tenagal fisik (sepertil pemikul lbarang, kuli 

lbangunan, pekerja perbaikanl jalan) kulil mingguan pekerjal atau 

karyawanl yang upahnyal dibayar seminggul sekali;  musimanl pekerja 

yangl bekerja hanyal pada musiml-musim tertentul pabrik pekerjal atau 

karyawanl pabrik yangl tugasnya lebihl banyak bersifatl pekerjaan 

tanganl tanpatanggung jawabl penyedian.30  

9. Hak dan Kewajiban Pengusaha 

Hak dan kewajibanl pengusaha yangl terdapat dalaml pasal 82l-88 

Undangl-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 tentangl Ketenagakerjaan adalahl 

sebagai lberikut:  

1. Memerintah pada pekerjal untuk melakukanl pekerjaan  

 
29 Halili Toha dan Hari Pramono, 1987: 12 
30 Iman Soepomo, 1992:26 
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2. Berhakl atas hasill pekerjaan. 

3. Membayar upahl pekerja. 

4. Menyediakan ataul memberi lpekerjaan. 

5. Memberi perlindunganl dalam sisteml keselamatan danl kesehatan 

lkerja. 

6. Memberi perlindunganl dalam sisteml keselamatan danl kesehatan 

lkerja. 

10. Hak dan Kewajiban Pekerja 

Hakl dan kewajibanl pekerja yangl terdapat dalaml pasal 82l-88 

Undangl-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 tentangl Ketenagakerjaan Adalahl 

sebagai lberikut: 

1. Pekerjal perempuan berhakl memperoleh istirahatl 1,5l (satu setengahl) 

bulan sebeluml saatnya lmelahirkan. 

2. Pekerjal perempuan yangl mengalami keguguranl kandungan berhakl 

memperoleh istirahatl 1,5l (satu setengahl) bulan ataul sesuai denganl 

surat keteranganl dokter kandunganl atau lbidan. 

3. Pekerjal perempuan yangl anaknya masihl menyusui harusl diberi 

kesempatanl sepatutnya untukl menyusui anaknyal jika hall itu harusl 

dilakukan waktul kerja. 

4. Setiapl pekerja berhakl mendapat upahl penuh.  

5. Setiapl pekerja berhakl atas keselamatanl dan kesehatanl kerja, morall 

kesusilaan, perlakuanl yang sesuail harkat danl martabat manusial 

secara nilail-nilai lagama. 
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6. Setiapl pekerja berhakl memperoleh penghasilanl yang memenuhil 

penghidupan yangl layak bagil kemanusiaan. 

7. Kewajibanl pekerja padal umumnya, antaral lain ladalah:  

8. Mentaatil peraturan yangl telah lditetapkan. 

9. Menjalankanl pekerjaan yangl sesuai denganl perintah 

pimpinanl/pengusaha. 

11. Teori Upah 

Kaitannyal dengan judull KHL pekerjal berdasarkan Upahl Minimum 

bagil Propinsi/lKabupaten, maka teoril yang digunakanl sebagai landasanl 

dalam penulisanl ini ladalah : 

1. Teori Upahl Ada 2l teori tentangl upah: 

a. Teori tawarl-menawar menyatakan bahwal tingkat upahl 

ditentukan olehl tawar-menawarl di pasar tenagal kerja. 

Pembelil adalah majikan yang membutuhkanl tenaga lkerja, 

dan penjual adalah karyawanl potensial, mungkin diwakili 

oleh organisasil buruh. Jika titik ekuilibrium tercapai, jumlah 

upah ditentukan. 

b. Teori Standar Hidup. Hal ini didasarkan pada keyakinan 

bahwa pekerja harus dibayar dengan layak untuk memenuhi 

standar kebutuhan hidup mereka. Standar hidupl ini 

didefinisikan sebagai cukupl untuk memenuhi kebutuhan 

hidupl seperti lmakanan, pakaian, perumahanl dan 

transportasi. Tidakl ada satu ukuran untuk semua cara untuk 
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menetapkan upah ini, dan biasanya upah ditetapkan secara 

komprehensif. 

12. Teori Kesejahteraan 

Teoril Secara lumum, teori kesejahteraan dapat dibagi menjadil tiga 

jenis : utilitarianisme klasik, utilitarianisme neoklasik, dan neokontraktuali

sme.31 Utilitarianisme klasik menekankan bahwal kesenangan ataul 

kepuasan manusial dapat diukurl dan lditingkatkan. Berdasarkan beberapal 

poin dil atas, dapatl disimpulkan bahwal tingkat kesejahteraanl seseorang 

dapatl dikaitkan denganl tingkat kepuasanl (utility) danl kesenangan 

(pleasurel) yang dapatl dicapai dalaml hidup gunal mencapai tingkatl kepuasan 

yangl diinginkan Lkesejahteraan. 

Berdasarkan beberapa poin di latas, dapat disimpulkanl bahwa 

tingkatl kesejahteraan seseorangl dapat dikaitkanl dengan tingkatl kepuasan 

(utilityl) dan kesenanganl (pleasure) yangl dapat dicapail dalam hidupl guna 

mencapail tingkat kepuasanl yang ldiinginkan. kesejahteraan. Oleh karena 

itu, diperlukan perilaku yang memaksimalkan kepuasan berdasarkan 

sumber daya yang tersedia. 

Kesejahteraan hidup seseorang pada kenyataannya, ada banyak 

indikator keberhasilan yang terukur. Kesejahteraan kelas menengah ke 

bawah dapat dinyatakan dalam taraf hidup masyarakat yang ditandai dengan 

berkurangnya kemiskinan, kesehatan yangl lebih lbaik, tingkat pendidikanl 

 
31 Albert, M. & Hahnel, R. 2005. Traditional Welfare Theory, (diakses: 4-4-2018). 
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yang lebihl tinggi, danl peningkatan produktivitasl masyarakat.32 Semual ini 

merupakanl cerminan daril meningkatnya tingkatl pendapatan kelasl 

menengah danl bawah. 

Kesejahteraanl merupakan salah satul aspek pentingl dalam menjagal 

dan meningkatkanl stabilitas sosiall dan lekonomi. Kondisi inil juga 

diperlukanl untuk meminimalisirl terjadinya kecemburuanl sosial dil 

masyarakat. Selainl itu, percepatanl pertumbuhan ekonomil masyarakat 

memerlukanl kebijakan ekonomil atau peranl pemerintah dalaml mengatur 

perekonomianl guna menjagal stabilitas lekonomi. 

Konsep kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga atau bidang 

kegiatan yang melibatkan kegiatan terorganisir yang diselenggarakan oleh 

lembaga pemerintah dan swasta untuk mengatasi atau memfasilitasi 

pemecahan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup individu, 

kelompok dan masyarakat.33  

Masalah kesejahteraan sosial tidak dapat ditangani secara sepihak 

tanpa pemahaman yang jelas tentang kondisi sosial yang dialami oleh 

masyarakat yang terorganisir. Perubahan sosial yang secara dinamis 

mengarah pada penanganan masalah sosial tersebut harus direncanakan 

secara matang dan berkelanjutan. Karena selama pemerintahan masih 

berfungsi dan kehidupan manusia masih ada, masalah sosial akan selalu ada 

dan muncul. 

 
32 Thomas dkk. 2005:15 
33 Suharto 2009:1 
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Sejalan dengan itu menurut kesejahteraan sosial sebagai suatu 

keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 

Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial 

yaitu : Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 

kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap 

warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban 

manusia sesuai dengan Pancasila.  

Rumusan Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial 

sebagai suatu kondisi yang idealnya digambarkan sebagai suatu tatanan 

(tatanan kehidupan) yang mencakup kehidupan material dan spiritual, tidak 

menjadikan satu aspek lebih penting dari yang lain, tetapi berusaha 

menyeimbangkan upaya. keseimbangan adalah keseimbangan jasmani dan 

rohani, atau keseimbangan jasmani dan rohani. 

13. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 

Penegakanl hukum merupakanl bagian pentingl dari sisteml hukum 

dan perlul dilakukan melalui berbagail upaya pembangunan yang sistematisl 

dan berkelanjutan. Ironisnya, hukum merupakan pengorbanan yang 

dilakukan dengan usaha dan biaya yang besar, namun sia-sia karena tidak 

dapat ditegakkan. Pada akhirnya, hukum hanya akan menjadi benda mati, 
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tidak berdaya bagi lmasyarakat.34 Berdasarkan teoril hukum dinyatakanl 

berlakunya hukuml sebagai lapabila :35 

1. Hukuml berlaku lyuridis, di manal hukum itul didasarkan padal kaidah 

yangl lebih tinggil derajatnya; 

2. Hukuml berlaku secaral sosiologis, dil mana hukuml dapat berlakul 

efektif kaidahnyal diterima olehl masyarakat 

3. Hukuml berlaku secaral filosofis, dil mana hukuml itu sesuail dengan 

cital-cita kebenaranl sebagai nilail positif yangl tertinggi dalaml 

masyarakat. 

Dalaml praktek penegakanl hukum ketenagakerjaanl terdapat tigal 

pihak yangl memiliki perananl penting, lyaitu :36 

1. Pengusahal 

  Pengusahal harus benar-benarl mematuhi semua peraturan 

undang-undang ketenagakerjaan yangl ada. Akanl lebih baikl jika 

pengusahal tidak terbatas pada aturan hukuml normatif, tetapil 

melakukan danl memberikan hall-hal dengan nilail dan kualitas positif 

dil atas aturan lnormatif. Sekalipun ada kekosongan ataul kekosongan 

hukum, pengusaha harus berperan aktif untuk mengisi atau 

melengkapinya. 

2. Pekerja 

Jika pekerja memperjuangkan nasib mereka di tempat kerja, 

 
34 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2014, hlm. 253. 
35 Abdul Khakim, Op. Cit. hlm. 253. 
36 Abdul Khakim, Op. Cit. hlm. 254-255 
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sesuai dengan hukum, mereka dijamin berada dalam posisi yang 

aman. Lebih jauh lagi, serikat pekerja harus benar-benar bertindak 

sebagai pelatih bagi pekerja, bukan provokator. Jika majikan 

melanggar hukum, karyawan akan mengingatkan pengusaha atau 

memberikanl saran lperbaikan.  

3.  Pemerintahl 

 Pejabatl/instansi yangl bertanggung jawab di bidangl 

ketenagakerjaan. Baikl pejabat struktural maupun pejabat 

lfungsional, mereka adalah Harus benarl-benar memilikil cukup 

makanan dan kuat secara mentall dalam penegakan hukum 

lketenagakerjaan. Pasokan yang cukupl dalam bentuk pemahaman 

substansil hukum perburuhan teliti dalam segala hal, sementara 

mental tangguh dalam bentuk komitmen dan perilaku etis yang 

tinggil menegakkan hukuml perburuhan. Berdasarkan Pasall 176 

dalam UU lKetenagakerjaan, PPK/PPNSl adalah: Kompeten dan 

independenl untuk memastikan implementasi peraturan undang-

undangl ketenagakerjaan. kemampuanl untuk mempertahankanl dan 

lkemandirian, sebagaimana diaturl dalam undangl-undang 

ketenagakerjaanl Pengangkatan PPK ditetapkan oleh menteri atau 

pejabat dia menunjukkan.ditunjukknya. 

 pengaruhl kebijakan khususl adaah melakukanl penyidikan dil 

bidang lketenagakerjaan, sebagaimana diaturl dalam Pasall 182 ayatl 
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(2) Undangl-Undang Ketenagakerjaanl yaitu :37 

1. melakukanl pemeriksaan atasl kebenaran laporanl serta 

keteranganl tentang tindakl pidana dil bidang ketenagal-

kerjaan; 

2. melakukanl pemeriksaan terhadapl orang yangl diduga 

melakukanl tindak pidanal di bidangl ketenagakerjaan; 

3. memintal keterangan danl bahan buktil dari orangl atau badanl 

hukum sehubunganl dengan tindakl pidana dil bidang 

lketenagakerjaan; 

4. melakukanl pemeriksaan ataul penyitaan bahanl atau barangl 

bukti dalaml perkara tindakl pidana dil bidang 

lketenagakerjaan; 

5. melakukanl pemeriksaan atasl surat danl/atau dokumenl lain 

tentangl tindak pidanal di bidangl ketenagakerjaan; 

6. memintal bantuan tenagal ahli dalaml rangka pelaksanaanl 

tugas penyidikanl tindak pidanal di bidangl ketenagakerjaan; 

danl menghentikan penyidikanl apabila tidakl terdapat cukupl 

bukti yangl membuktikan tentangl tentang adanyal tindak 

pidanal di bidangl ketenagakerjaan. 

 
37 Dedi Ismatullah, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2013, hlm.359. 


